BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR
37 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

: ' dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan Kesehatan
nasional pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama
telah ditetapkan alokasi dana kapitasi berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2014
tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama;

b. bahwa alokasi dana kapitasi yang telah ditetapkan
belum mencakup dana operasional pelayanan
kesehatan lainnya, sehingga Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama perlu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu
tentang  Petunjuk  Teknis Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang — Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerindah Daerah
kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional;



17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Kapitasi
Dan Dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2014
tentang Petunjuk  Teknis Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 37
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
(FKTP).

Menetapkan

.0

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan yaitu biaya obat, alat
kesehatan,bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada
FKTP ditetapkan sebesar 60% {enam puluh persen).

(3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan yaitu biaya obat, alat
kesehatan,bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 H
¥ Januari 2016 M

BUPATI ROKAN HULU,

H. CHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 2¢ Rabi’ul Awal 1437 H
F - Januari 2016 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

AMRI
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR :



